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Abstract 
This stutfy tries to ana!Jze several results of law decisions of Bahtsul 

Masa'il NU (BMNU) decided ry using ilhdq method. It is one of the methods in 
law establishment used ry BMN

U
. The wqy it works is similar to qryds; however,

conducting q!Jds used ry BMNU does not refers direct!Jto the Qur'dn or hadits, 
but it refers to the 'ulamd's views available in the classical Arab texts. It is an 
atypical method in ushul al-.fiqh studies, but it is, as a matter of fad, used ry NU 
'ulamd'. This method, by all means, causes ma'!Y strictures and questions from 
some of the ushul 'ulamd� Therefore, this stutfy is based on two basic questions as 

fallow: 1) how is the process of ilhaq method in BM
N
U?; 2) how is this method

viewed based on ushul alfiqh perspective?. The result of this stutfy shows that 
ilhaq conducted by BM

N
U is methodological!J crumb!J, but the products of its

laws are not contradiction with the Qur'dn and hadits as well as maqdshid a.ry­
.ryar't1Yah (the oqjectives of law). 
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Abstrak 
Kqjian ini mencoba menganalisa beberapa hasil keputusan hukum 

Bahtsul Masa 'ii NU (BMNU) yang diputuskan dengan menggunakan metode 
ilhdq. }vf.etode i/htiq merupakan salah satu metode penetapan hukum yang 
dig11naka11 da/am BMNU. Cara ke,ja metode ini mirip qryds, haf!Ja sqja 
'pengqryasan 'yang digunakan dalam BMNU tidak langsung pada alQ11r'dn 
atattpun hadits me/ainkan pada pendapat 11/ama (qaul 'ulamd') yang terdapat 
dalam kitab kuning. Ilhdq adalah sebuah metode yang tidak lazjm dalam kqjian 
ushiil al-jiqh, namun secara '!Yata digunaka11 oleh ulama nahdl!Jin. Tentu sqja, 
metode ini bal!Jak mengundang kritik dan juga perta'!Yaan dari sebagian 11/ama 
ushiiL O/eh karena itu, kq;i"an ini bertumpu pada dua pertatryaan yang 
mendasar, 1) bagaimana operasionalisasi metode ilhaq dalam BMNU; 2) 
bagaimana me/ode ilhdq diti'!}att dan· penpektif ushiil alfiqh. Hasil analisis
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kq'ian ini menunjukkan bahwa ilhdq yang dilakukan oleh BMNU rapuh secara 
metodologis (ushul al-jiqh), namun produk hukuml!Ja tidak bertentangan dengan 
nash a/Qur'dn dan hadits serta maqtishid a.ry-.ryar'!Jyah (tujuan hukum). 

Kata Kunci: ilhdq, Bahtsul Masa'il NV, dan mazhab 

Pendahuluan 

Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama-untuk kemuclian disingkat 
BMNU-merupakan forum tertinggi dalam NU yang bertugas 
mengambil keputusan yang berkaitan dengan masd'il al-jiqh!Jyah. 
Bahkan permasalahan kehidupan umat sehari-hari yang tidak berkaitan 
dengan fiqh, seperti masalah ketauhidan, masalah tasawuf, tarekat, 
traclisi, kebudayaan, dan lain-lain bisa cliselesaikan dalam forum ini.

Lewat forum ini, problem-problem kehidupan aktual (waqi'ah) dapat 
clitemukan justifikasi hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an dan as­
Sunnah (an-nushush a.ry-.ryarryyah) ataupun melalui penelusuran 
pendapat-pendapat ahli hukum dalam kitab-kitab klasik yang cliakui 
keabsahannya (al-kutub al-mu 'tabarah ). 

Dalam traclisi pengambilan hukum Islam, ulama nahdliyyin 
lebih banyak menggunakan model kedua yakni penelusuran pendapat 
para ulama fiqh dalam kitab-kitabnya. Istilah yang cligunakannya pun 
bukan istinbdth hukum melainkan ittifdq hukum, 1 yaitu kesepakatan 
hukum yang dilakukan ulama dengan memahami ibarat kitab-kitab 
fiqih yang cliakui keabsahannya (mu'tabar). 

Penetapan hukum model tersebut clirumuskan dalam kerangka 
bermazhab yakni mengikuti pendapat-pendapat atau jalan pemikiran 
yang clitempuh oleh seorang imam mazhab dalam rangka menerapkan 
suatu hukum dari nash al-Qur'an clan as-Sunnah. Secara konsisten 
sikap ini clitindaklanjuti dengan rumusan metodologi penetapan 
hukum dalam BMNU dalam konteks bermazhab baik secara qauli 
maupun manhqi2 

Bermazhab secara qauli diimplementasikan dalam dua tahapan 
penetapan hukum.·; Pertama, memakai satu ibarat yang clirumuskan 
dalam teks kitab; tahap ini cliterapkan dalam kasus ketika jawaban 
hanya ada satu qaul atau wqh, maka langsung dipakai pendapat yang 
ada. Dalam kasus ini para ulama langsung merujuk kepada teks-teks 
sa/afsebagai rujukan awal. Kedua, apabila dalam suatu masalah muncul 

AJ,Q,\L\M 64 \'ol. 28 No. 1 (lanuari-April) 2011 



clua penclapat atau lebih, maka tahap selanjutnya aclalah taqrir jama'i, 
yakni mencari kompromi penclapat (jam'u) atau memilih satu qaul atau 
wqjh yang lebih kuat (rdjih). Konteks ini yang sering dijadikan clasar 
untuk mengklaim bahwa NU selalu menggunakan taqlicl. 

Ketika clua tahapan di atas ticlak menyelesaikan permasalahan 
hukum, maka dilakukan ilhdq al-masd'il bi nazhdiriha secara jama'i, atau 
bisa disebut ilhdq. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah qryds 
yang ticlak 'patut' dilakukan. Hal ini memperlihatkan kehati-hatian 
pemikir fiqh nahdliyyin untuk melakukan kajian-kajian langsung 
terhaclap sumber-sumber hukum. Ilhdq diartikan sebagai menyamakan 
hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab clalam kitab 
clengan hukum suatu masalah serupa yang telah dijawab oleh teks kitab 
atau menyamakan clengan jawaban yang telah acla.4 Sementara pacla 
q!Jds, persoalan yang belum ditemukan hukumnya dirujuk langsung 
kepacla al-Qur'an clan as-Sunnah guna mempersamakan dikarenakan 
antara kecluanya memiliki 'ii/ah yang sama. 

Ilhdq yang henclak dibahas clalam kajian ini merupakan bagian 
clari metocle tersebut yang terkesan ambigu, yakni beracla di antara 
qauli clan manhqji. Dianggap qaulii karena pemutusan hukum masih 
berpegang kuat pacla qaul ulama. Sementara di sisi lain menggunakan 
kerangka berfikir manha;i seperti q!Jas. 

Ilhdq clianggap sebagai metocle yang lebih 'maju', tetapi secara 
subtansial tetap menghaclapi persoalan yang sama clengan metode 
qauli. N ampaknya acla kecenclerungan bahwa cara yang ditempuh 
clalam rangka menjaga agar ticlak terjadi kemandegan (tawaqqufiyyah). 

Metocle ilhdq yang ditawarkan oleh ulama NU kiranya perlu 
pemikiran ulang yang menclalam, sebab clalam metocle ilhdq yang 
dijadikan mttlhaq bih aclalah aqwdl al- 'ulamd' (hasil pemikiran atau 
penclapat) yang terkodifikasi clalam karyanya, sementara aqwdl al- 'ulamd' 
sangat terkait clengan konstruk sosial buclaya masyarakat di mana clan 
kapan ia dirumuskan. 

Pokok Permasalahan 

Kajian ini berangkat dari pertanyaan dasar mengapa aqwdl al­
'ulamd' dalam kitab 'kuning' fiqih yang berbasis daW zhanni dijadikan 
sandaran ketetapan hukum memutuskan suatu masalah yang tidak ada 
qattl atau wqjh dalam kitab? Serta mengapa bukan metode q!Jtis yang 
digunakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan inti masalah yang 
peneliti ajukan dalam kajian ini, namun ada dua permasalahan yang 
ingin dibahas dalam tulisan ini; pertama, bagaimana deskripsi metode 
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i/hdq clan operasionalisasinya dalam BMNU. Kedua, bagaimana metode 
ilhdq ditinjau dari perspektif ushu/ al-fiqh? 

Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelusuran peneliti, kajian clan hasil penelitian 

mengenai BMNU masih belum banyak dilakukan. Ada beberapa hasil 
penelitian clan kajian yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya 
adalah "Kntik Na/ar fiqih NU: Transjormasi Paradigma Bahtsu/ Masa'i/" 
yang diterbikan Lakpesdam Jakarta tahun 2002. Buku ini merupakan 
kumpulan tulisan sejumlah pemikir NU yang mengeksplorasi BMNU 
dalam sudut pandang tradisi clan kritik terhadapnya. Meskipun hanya 
kumpulan tulisan namun kajian tersebut cukup memberikan gambaran 
mengenai BMNU clan kritik terhadapnya, khususnya pada persoalan 
metodologis. 

Dalam bentuk disertasi, terdapat penelitian yang dilakukan oleh 
Ahmad Zahro untuk memenuhi tugas akhir doktoral di IAIN Sunan 
Kalijaga tahun 2001 yang berjudul Lqjnah Bahtsu/ Masa'i/ NU 1926-

1999; Telaah K1itis terhadap Keputusan Hukum Fiqih. Penelitian ini lebih 
menfokuskan pada kritik terhadap BMNU secara metodologis. 
Beberapa keputusan BMNU dijadikan sampel analisis dalam penelitian 
ini. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini merupakan satu­
satunya penelitian yang cukup serius clan panjang terkait dengan 
BMNU. 

Penelitian terhadap BMNU yang memfokuskan pada hasil 
keputusan kasus-kasus kontemporer juga pernah dilakukan. Penelitian 
dengan judul, Metode J;tihad NU; Kqjian terhadap Keputusan BMNU Pusat 
pada Masa/ah-Masa/ah .f<zqh Kontemporer, oleh Radino, dosen UIN Sunan 
Kalijaga, untuk menyelesaikan pendidikan S-2-nya pada IAIN Ar­
Raniry Banda Aceh tahun 1997. Berbeda dengan penelitian Ahmad 
Zahm, penelitian ini secara 'positif' melihat hasil keputusan dalam 
BMNU terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer, seperti bayi 
tabung, asuransi, bank, clan lain-lain. 

Dalam bentuk skripsi ditemukan beberapa penelitian, misalnya 
yang dilakukan oleh Sugiri (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998) 
dengan judul, Studi Perbandingan Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Hukum 
antara Maje/is Tarjih Muhammadryah dan Syuriah NU. Tentu saja 
penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian perbandingan istinbdth 
hukum kedua institusi tersebut. Masih dalam bentuk skripsi adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Ropingi (Fak. Dakwah IAIN Sunan 
Kalijaga, 1997) dengan judul, NU dan Pengembangan Dakwah; S tudi 
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tentang Keputusan Bahtsul Masa'il Pasca Muktamar Situbondo. Penelitian ini 
tidak mengkaji pada ranah hukum keputusan BMNU, namun 
menitikberatkan pada kaitan antara keputusan BMNU dengan upaya 
dakwah NU. 

Tulisan yang banyak mengupas sistem bermazhab NU ditulis 
oleh K.H. Mahfudz Shiddiq, Di Sekitar Soal Idjtihad dan Taqlid, 
Pengurus Besar Nahdlatoel Oelama', (Surabaja, tt). Tulisan ini berisi 
seputar alasan mengapa NU menggunakan sistem bermazhab daripada 
berijtihad murni. Melalui tulisan ini peneliti banyak menemukan data 
mengenai sistem bermazhab ulama nahdliyyin. Hal yang sama juga 
peneliti lacak dari buku Muzamil Qomar, NU Liberal dari Tradisional 
Ahlusunnah ke Universal Islam. Menurutnya, ulama NU dalam 
'ijtihadnya' menempuh metode induktif, yakni pelacakan dan 
penelitian pendapat imam-imam mujtahid baik empat imam mazhab 
ataupun ulama-ulama penerusnya sebagai cermin sikap 'bebas-terbatas' 
dari berbagai pendapat yang ditemukan kemudian ditarik kesimpulan. 
Di samping itu ditempuh pula metode berfikir komparatif, yakni 
penawaran pilihan terbatas pada empat mazhab.6 

Kajian ushul fiqh nyaris tidak ada yang membicarakan ilhtiq. 
Kajian terkait ilhtiq terbatas pada model q!Jtis furn' dengan furn' atau 
mengqiyaskan sesuatu dengan basil q!Jtis. Sebagian besar imam mazhab 
dan pengikutnya melarang hal ini. Hal ini dapat kita temui pada kitab 
al-Mustashfti min 11m al-Ushul, karya al-Gazali (Beirut Dar al-Fikr, tt). 
AI-Muwtifaqtit ft Ushul al-Ahktim, karya asy-Syathibi (Beirut: Dar al-Fikr, 
1341 H), 'Jim al-Ushul al-Fiqh, karya Abd. al-Wahhab K.hallaf, (Kairo: 
Dar al-Qalam, 1978). Ushul al-Fiqh al-ls/timi, karya Wahbah az-Zuhaili, 
(Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir,1986), Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, 
(alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk. cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1994). 

Kajian yang dilakukan ini merupakan kajian terhadap salah satu 
metode penetapan hukum dalam BMNU yang belum banyak 
dilakukan penelitian. Dari penelusuran hasil penelitian yang pernah 
dilakukan dan kajian ushul fiqh, metode ilhtiq nyaris luput dari 
pembahasan. Padahal metode ini menjadi salah satu metode resmi 
yang banyak digunakan dalam BMNU. Dengan demikian, penelitian 
ini menemukan titik (lacuna) dari berbagai belantara penelitian BMNU. 

Metode Kajian 

Kajian ini merupakan analisis hukum Islam dengan objek 
material hasil keputusan BMNU. Kajian ini termasuk dalam kategori 
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penelitian kualitatif, di mana penulis ingin mendapatkan gambaran 
secara jelas metode ilhdq dalam BMNU clan tinjauan ushul fiqh. 

Pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi hasil 
keputusan BMNU, dokumentasi terkait, pustaka, clan wawancara 
dengan tokoh-tokoh NU yang terlibat dalam BMNU. Adapun produk 
hukum yang dianalisis dalam kajian ini hanya terkait dengan hukum 
Islam personal (ahwdl asy-syahsh!Jyah) yang telah dibukukan oleh PWNU 
Jawa Timur.7 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu ushul al-fiqh untuk 
membaca beberapa keputusan hukum dalam BMNU yang diputuskan 
dengan metode ilhdq. Keputusan hukum BMNU kemudian dipilah 
untuk kemudian dikategorasasikan mana saja keputusan yang 
diputuskan dengan metode ilhdq. Setelah itu, data kemudian 
diinterpretasi. Dari analisis data inilah peneliti menarik kesimpulan 
terkait dengan tinjauan metode ilhaq dalam kajian ushul fiqh. 

Metode Penetapan Hukum dalam BMNU 
1. Mazhab Sebagai Manhaj dalam ljtihad

Bahtsul Masa'il merupakan satu bagian tak terpisahkan dari 
Nahdlatul Ulama (NU). Pembahasan metode penetapan hukum dalam 
Bahtsul Masa'il NU tidak akan terlepas dari pemikiran hukum kaum 
Nahdliyyin atau pemikiran ijtihad dalam NU. Adapun yang dimaksud 
dengan pemikiran hukum adalah pandangan-pandangan dan dasar­
dasar yang secara umum mempengaruhi dan mewarnai pemikiran 
ulama NU dalam mencandra suatu permasalahan hukum sehingga 
tercetus suatu ketentuan hukum untuk disepakati bersama.8 

Bagi kaum nahdliyyin, suatu masalah yang hendak diputuskan 
tidak dicarikan norma hukumnya langsung dari al-Qur'an clan as­
Sunnah, namun dengan mencari dahulu beberapa pendapat para ulama 
termasyhur dari abad pertengahan yang terkodifikasi dalam kitab 
kuning. Istinbdth langsung dari sumber primer yang cenderung pada 
pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU dipandang masih sulit 
dilakukan.9 Kecenderungan untuk selalu mehgaitkan ketetapan 
hukumnya dengan ketetapan hukum ulama masa lalu yang terekam 
dalam kitab-kitabnya tidak terlepas dari adanya pandangan bahwa mata 
rantai ilmu keislaman tidak boleh terputus dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. 111 Hal ini pernah diungkapkan oleh K.H. Hasyim 
A , · II sy an: 

Wahai para ulama clan para pemimpin yang bertaqwa dari 
golongan ahlussunnah wal jama'ah yang memegangi mazhab 
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empat! Anda semua telah belajar ilmu pengetahuan dari 
generasi sebelumnya, clan orang sebelumnya belajar dari 
generasi sebelumnya dengan mata rantai yang berkaitan 
dengan anda. Anda melihat dari siapa anda belajar agama, 
maka anda merupakan gudang clan pintunya. Janganlah anda 
memasuki rumah tanpa melalui pintunya, maka barang siapa 
memasuki rumah dari selain pintunya, disebutlah ia pencuri. 

Hal tersebut menyebabkan penggalian clan penetapan hukum 
di kalangan nahdliyyin dirumuskan dengan pendekatan mazhab, yakni 
mengikuti pendapat-pendapat atau jalan (metode) berfikir yang 
ditempuh oleh imam mazhab dalam rangka menerapkan suatu hukum 
dari nash al-Qur'an clan as-Sunnah. 12 

Muchith Muzadi menegaskan bahwa dengan sistem bermazhab 
tru ajaran Islam yang meliputi kandungan al-Qur'an dapat 
dikembangkan, disebarluaskan clan diwariskan kepada segala lapisan 
atau tingkatan umat Islam. Dengan sistem ini pula pewarisan ajaran 
Islam terpelihara kelurusan clan kemurniannya, karena ajaran yang 
terkandung di dalam al-Qur'an clan as-Sunnah dipahami, ditafsir clan 
dikembangkan dengan menggunakan pola pemahaman clan metode 
ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Istilah 
"kembali kepada nash" tentu tidak boleh diartikan dengan memahami
al-Qur'an clan as-Sunnah secara 'bebas' tanpa pola, metode clan 

13prosedur. 
Secara konsisten, sikap ulama NU dalam penggalian clan 

penetapan hukum dengan sistem bermazhab ini, ditindaklanjuti 

dengan rumusan bermazhab secara qau/i clan manhq;i.14 Bermazhab
secara qau/i berarti mengikuti mazhab sebagai aqwti/ (ucapan-ucapan
atau pendapat-pendapat) hasil pemikiran atau istinbdth dengan
menggunakan suatu manhq;·. Rumusan ini diimplementasikan dalam
metode penetapan hukum dengan memakai 'ibtirah yang ditemukan
dalam teks kitab kuning. Bermazhab secara manhq;i dimaksudkan
dengan mengikuti mazhab sebagai metode berfikir dalam menggali 
hukum Islam dari al-Qur'an clan as-Sunnah untuk menemukan 
pendapat hukum. Bermazhab secara manhqji dilakukan dengan cara
istinbtith jama'i, yaitu upaya mendapatkan kesimpulan pendapat atau
hukum secara kolektif. Dengan demikian dimaksudkan hasilnya akan 
lebih akurat. 

Bermazhab secara manhqji yang dilakukan dengan istinbdth 
Jama 'i itu diterapkan terhadap hal-hal yang tidak ditemukan aqwd/ 
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(pendapat) di dalam empat mazhab. Artinya, bermazhab qauli 
didahulukan daripada bermazhab manhqji. Bermazhab secara qauli 
maupun manhqji tentunya tetap berada dalam kerangka empat mazhab 
yang telah disepakati, yakni Abu Hanffah, Malik bin Anas, asy-Syafi'I, 
clan Ahmad bin Hanbal, meskipun sebenamya ada mazhab lain seperti 
mazhab Imamiyyah dan Zaidiyyah, tetapi keduanya dipandang sebagai 
ahli bid'ah sehingga pendapatnya tidak boleh diikuti.15

2. Sistem Penetapan Hukum dalam Bahtsul Masa'il NU
Rumusan sistem pengambilan keputusan hukum dalam 

BMNU bersifat hierarkis. Hal ini sesuai dengan keputusan Munas 
Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung. 16 Secara lebih rinci, 
untuk mengetahui metode-metode tersebut, akan dijabarkan sekaligus 
dengan contoh aplikasinya dalam ketetapan keputusan hukum BMNU 
berikut ini: 

a. Metode QaulI

Metode qauli adalah suatu cara penetapan hukum dengan
mencari jawaban pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan 
mengacu clan merujuk langsung bunyi teksnya. Dengan kata lain, 
metode ini mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam 
lingkup mazhab tertentu. 

Sebagai contoh, permasalahan tentang orangftisiq yang menjadi 
wali nikah. Bolehkah seseorang yang tidak mengerjakan ibadah salat 
menjadi wali nikah anak perempuannya? Apabila tidak boleh, maka 
siapa yang berhak menjadi wali nikah pada perkawinan itu, hakim 
ataukah lainnya? Jawabannya adalah: seorang ftisiq karena tidak 
mengerjakan salat fardhu atau karena lainnya, menurut mazhab tidak 
sah menjadi wali pernikahan anak perempuannya; tetapi menurut 
pendapat kedua (al-qaul ats-tsdni) sah menjadi wali nikah. 17 

Metode qaufi ini dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan 
metode bcryan/8 yakni suatu cara istinbtith (penggalian clan penetapan) 
hukum bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz. 

b. Taqrir Jama'i
Taqn-r Jama'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan

pilihan terhadap satu di antara beberapa qauf atau wa;h. Adapun 
prosedur pelaksanaan metode qauli adalah sebagaimana dijelaskan 
dalam keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung tahun 1992, 
bahwa pemilihan qattf atau wa;h ketika dalam sesuatu terdapat 
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(dijumpai) beberapa qaul atau wqjh adalah dengan memilih salah satu 
pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:19 

1. Mengambil pendapat yang lebih maslahat clan/ atau yang lebih
kuat.

2. Seclapat mungkin clengan melaksanakan ketentuan Muktamar
I (tahun 1926), bahwa perbeclaan penclapat diselesaikan
clengan memilih

a. Penclapat yang disepakati oleh asy-syaikhdni (Imam an-
Nawawi clan Imam ar-Rafi'i)

b. Penclapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja.
c. Penclapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja.
cl. Penclapat yang diclukung oleh mayoritas ulama.
e. Penclapat ulama yang terpanclai.
f. Pendapat ulama yang paling wara'.

Diktum rumusan ini diambil clari kitab l'dnat at-Thdlibin karya 
ad-Dimyati yang sangat populer di pesantren.20 Banyak hal yang 
melatarbelakangi pilihan prioritas an-Nawawi atas ar-Rafi'i. Pertama, 
an-Nawawi dikenal sebagai muhanir mazhab as-Syafi'i. An-Nawawi 
merupakan ulama yang menyeleksi clan mengkontekskan pemikiran­
pemikiran asy-Syafi'i. Keclua, an-Nawaw:i dipanclang sebagai muhaddits 
'dqil, sementara ar-Rafi'I hanyalah faqih. An-Nawawi memiliki cukup 
banyak karya hadits, seperti a/-Minhq;; Syarh al-Muslim, a/-Adzkdr, al­
Arba 'in an-Nawdwi, al-Khuldshah Ji al-Hadits, clan lain-lain; sementara ar­
Rafi'i ticlak, bahkan lebih rasional dibanding an-Nawaw:i yang lebih 
clekat clengan hadits. Ketiga, an-Nawaw:i memiliki kecenclerungan 
sikap asketis lebih tinggi clari ar-Rafi'i.21 

Sebagai contoh, jika acla orang berpenclapat bahwa, "ia ticlak 
akan beristri padahal ia punya istri; atau tidak akan bersuci padahal ia 
suci, sementara ia mempertahankan istri atau kesuciannya"; apakah ia 
telah melanggar sumpah atau ticlak? Menurut ar-Rafi'I dalam kitab 
Muharrar, orang tersebut dianggap melanggar sumpah. Sedangkan 
menurut an-Nawaw:i dalam kitab al-Minhq;; orang tersebut dianggap 
tidak melanggar sumpah. Dengan menggunakan prosedur di atas, 
maka yang diunggulkan adalah pendapat yang diajukan oleh an­
Nawawi:.22 

Akan tetapi, dalam praktik pembahasan masalah dalam 
BMNU, penentuan rc!Jih dan marjtlh-nya pendapat tidak selalu mengacu 
kepada pedoman peringkat di atas, melainkan lebih senng mengacu 
kepada penegasan penulis kitab yang dirujuk.23
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c. Metode Ilhaq
Metode ini sec1ra lengkap bernama Ilhdq al-masd'il bi nazhdiriha,

yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab 
dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketepan 
hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi". 
Secara semantik ilhdq itu sama dengan qryds, yakni menyamakan.24 

Teknis prosedur penetapan hukum dengan menggunakan metode ilhdq 
'persis' dengan qryds yang memiliki elemen; al-ash/, alfar'u, hukmu al-ash/ 
dan 'illah. Elemen ilhtiq terdiri dari mulhaq bih, mulhaq, wqjh al-ilhdq 25 

oleh para ahli, dan kesamaan 'illah hukum . 
. Sedangkan secara ishtilahi mempunyai perbedaan. Ilhdq berarti 

istikhrdj al-hukm min al-aqwdl al- 'ulamd' atau mengeluarkan hukum dari 
ibarat pendapat-pendapat para ulama.26 Sementara qryds berarti
menyamakan kasus yang tidak ada nash-nya dengan cara 
membandingkan kepada kasus atau kejadian lain yang telah ditetapkan 
hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan 'illah antara 
kedua kasus atau kejadian tersebut.27 

Metode ilhdq merupakan metode qryds versi NU yang dilakukan 
oleh ulama nahdiyyin, karena qryds merupakan metode ijtihad dalam 
ushul al-fiqh; sedang ulama NU tidak pernah mengklaim dirinya 
berijtihad. Terkait dengan hal ini, dengan meng:utip pendapat Imam 
Syafi'I, K.H. Mahfudz Shiddiq menjelaskan bahwa qryds hanya bisa 
dilakukan oleh m1!ftahid. 

Tidak boleh mengqiaskan ketjuali orang (ahli hukum) jang 
dapat memenuhi alat-alatnja, jaitu mempunjai pengetahuan 
tjukup tentang al-qur'an, mana-mana jang fardhu, adab, 
nasich mansuch, 'am, chash, petundjuk nashnja.28

Dari sini K.H. Mahfudz Shiddiq menambahkan bahwa orang 
yang melakukan qryds harus memiliki kemampuan yang memadai 
tentang as-Sunnah, !Jmd' dan ikhtilafnya, pendapat-pendapat 'ulamd' ash­
shdlihin, Bahasa Arab, serta harus sempurna (sehat) akalnya sehingga 
bisa membedakan yang serupa clan memikirkannya. Melihat 
persyaratan untuk melakukan qryds sangat berat maka diperbolehkan 
bagi orang yang tidak memiliki persyaratan tersebut melakukan qryds 
kepada yang sudah ada keterangannya dari 'ttlama al-shdlihin yang tidak 
terdapat khilaf.29 

Selain itu, ilhdq ini boleh dilakukan oleh mulhiq yang ahli yaitu 
ulama yang mampu memahami isi kandungan kitab baik itu yang 
terkait dengan alasan rasional-logis seorang ulama yang menelurkan 
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pendapat dalam kitabnya yang akan dijadikan rujukan hukum dan 
secara jamd i. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh ketetapan hukum 
yang bisa dipertanggungjawabkan dan selaras dengan maksud dan 

. h k . 3ll hlJuan u um 1m: 
Metode ilhdq yang dirumuskan oleh ulama NU bukan saru 

metode yang merupakan murni produk pemikiran ulama NU sendiri, 
karena sebenarnya penggunaan ilhdq telah dipraktikkan jauh sebelum 
ulama-ulama NU, yairu pada periode ulama mazhab. Golongan ini 
lebih dikenal sebagai mujtahid mazhab, yairu mujtahid yang mengikuti 
imam mazhab sebagai tempat ia bernaung, baik dalam ushiil maupun 
furii'. Ia mengikuti temuan atau hasil ijtihad yang dicapai oleh imam 
mazhab dan tidak menyalahi apa yang ditetapkan oleh imamnya.31

Untuk lebih jelas, terkait dengan operasionalisasi metode ilhaq 
dalam BMNU, akan dikutip beberapa kesepakatan hukum yang telah 
dipuruskan. Misalnya kepurusan masa'il diniyyah Muktamar NU XIX 
di Cipasung Tasikmalaya tanggal 4 Desember 1994 tentang kontrasepsi 
dengan vaksin yang bahan mentahnya sperma laki-laki. 

Soal: Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan 
vaksin yang bahan mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin 
tersebut dimanfaatkan unruk proses pengebalan (inseminasi) 
agar wanita yang telah memperoleh injeksi vaksin tersebut 
diharapkan tidak hamil. Dalam rangka menyukseskan program 
Keluarga Berencana (KB), bolehkah melakukan kontrasepsi 
(menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut ? 
J awab: Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan 
cara inseminasi menggunakan injeksi vaksin yang bahan 
mentahnya sperma laki-laki adalah boleh, karena sifat istiqdzdr 
(menjijikan) sudah lunrur dan sudah hilang. 
Catatan : Tidak boleh mengeluarkan air sperma dengan cara yang 
tidak muhtaram. 
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Dari uraian di atas terlihat bahwa permasalahan kontrasepsi 

dengan vaksin sperma laki-laki diputuskan dengan menggunakan 
metode ilhdq. Qaul ulama yang diambil tidak menyatakan secara 
langsung tentang injeksi dengan sperma laki-laki. Qaul tersebut adalah 
membicarakan tentang kebolehan memakan atau meminum sperma 
dengan syarat hilangnya sifat menjijikan (istiqdzdr). Padahal, antara 
meminum clan menginjeksi adalah dua perbuatan yang berbeda. Oleh 
karena itu dalam hal ini telah dilakukan ilhriq (penyamaan) injeksi 
vaksin sperma dengan memakan atau meminum sperma. 

Dalam hal meminum sperma yang telah hilang sifat 
menjijikannya dijadikan mulhaq bih (al-ash/ atau mdqis 'alaih).
Menginjeksi dengan sperma yang telah hilang sifat menjijikan adalah 
mulhdq ifar' atau mdqis). Hukum fiqh adalah boleh, sedangkan wqjh al­
ilhriq ( 'ii/ah) adalah hilangnya sifat menjijikan. 

Masalah Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan 
injeksi vaksin sperma laki-laki adalah permasalahan kontemporer, 
sebab para ulama klasik belum membicarakan permasalahan tersebut 
secara eksplisit. Oleh karena itu, ulama NU sebenamya telah 
melakukan perluasan (pengembangan) makna (hukum) melalui qaul
ulama klasik. Untuk mengilustrasikan metode ini dari dua contoh di 
atas dapat dilihat gambar berikut ini 

Bagan 1: 

Ilustrasi Metode Ilhdq

Mulhaq bih Mulhaq 
Wajh al-Ilhaq (segi Hukum 

kesamaan) fiqh 
Meminum Injeksi dengan Hilangnya sifat Boleh 
sperma vaksin yang bahan menjijikan (istiqdzar) 

mentahnya 
sperma laki-laki 

d. Metode Manliaji
Rumusan metode penetapan hukum yang keempat adalah

metode manhqji. Metode ini digunakan apabila dalam suatu kasus atau 
masalah tidak ada qaul atau wqjh sama sekali clan tidak mungkin 
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I 

dilakukan ifhdq, maka dilakukan istinbdth jama'i clengan proseclur 
mazhab secara manhaji oleh para ahlinya. 

Metocle manhqji aclalah suatu cara menyelesaikan masalah 
keagamaan yang ditempuh BMNU clalam kerangka bermazhab clengan 
mengikuti jalan fikiran clan kaiclah penetapan hukum yang telah 
disusun oleh imam mazhab.32 Proseclur istinbdth hukum bagi metocle 
manhqji aclalah clengan mempraktikkan al-qawd'id af-ushtilqyah (kaiclah­
kaiclah ushtil al-fiqh) clan af-qawd'id al-fiqh!Jyah (kaiclah-kaiclah fiqh). 33

Sebagai contoh: apakah ongkos sewa tempat untuk melihat 
sepak bola atau pasar malam halal difergunakan untuk perongkosan
asrama yatim piatu atau fakir miskin? 4 Dalam kasus ini, muktamirin 
menetapkan haramnya sepak bola clan pasar malam, karena mengingat 
kaidah menjauhi maksiat diclahulukan clari mencari kebaikan. 

Hasil keputusan tersebut dikategorikan sebagai hukum yang 
menggunakan metocle manhcyi karena menggunakan metocle (manhcy) 
berfikir mazhab melalui sebuah kaiclah fiqh: 

35 tWI � ,:r JJI ...L...,W.l "/J 

Ilhaq. antara Konsistensi Bermazhab dan Dinamika Hukum 
Islam 

Ticlak clapat dipungkiri bahwa perubahan masa, situasi-kondisi, 
dan geografis masyarakat akan mempengaruhi hukum, tak terkecuali 
juga hukum Islam. Hukum Islam yang terkodifikasi dalam kitab-kitab 
fiqh pun sangat temporal clan bersifat lokal. Meskipun banyak hasil 
pemikiran yang masih relevan untuk diterapkan secara tekstual clengan 
kondisi saat ini, namun ticlak acla salahnya pemikiran ulang dilakukan. 
Metode i!hdq dalam BMNU merupakan metocle altematif yang 
dilakukan oleh ulama nahdliyyin untuk memecahkan suatu 
permasalahan hukum Islam ketika ticlak ditemukannya teks fiqh yang 
menyatakan secara tertulis sesuai permasalahan yang acla. 

Ulama nahdliyin-forum BMNU--dalam berijtihacl 
mengguna-kan penclekatan mazhab, yakni mengikuti penclapat atau 
jalan (metocle) berfikir yang ditempuh oleh imam mazhab dalam 
rangka menerapkan suatu hukum clari nash al-Qur'an clan As-Sunnah. 
Penclekatan ini kemudian dikenal clengan sistem bermazhab baik 
secara qauli maupun manhcyi 

Secara qau!i, nampaknya i!hdq bertujuan untuk menjaga 
konsistensi antara qaul ulama mazhab dengan kasus baru yang ingin 
diselesaikan, meskipun i!hdq merupakan upaya untuk mengembangkan 
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dan juga barangkali menemukan hukum yang ada dalam teks-teks kitab 
kuning. Sekalipun ilhtiq memberikan potensi kreatif dan kontekstuali­
sasi fiqh, tetapi pada dasamya dimaksudkan untuk menemukan 
kesamaan dengan bunyi dan semangat teks kitab kuning. 

Metode ilhtiq ditinjau dari sistem bermazhab manhqji secara 
operasional persis sama qrytis. Bahkan K.H. A. Muchith Muzadi 
menyatakan bahwa antara qrytis dan ilhtiq secara substansial tidak ada 
perbedaan.36 Untuk itu perlu sedikit disinggung pandangan qrytis
berdasarkan empat mazhab. 

Bagi Abu Harufah, qrytis merupakan penjelasan suatu perkara 
hukum yang tidak ada nash-nya dengan perkara lain yang telah 
diketahui hukumnya dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan fjmti' karena 
bersekutu dengan hukum itu tentang 'il/ah-nya.37 Ia berpendapat bahwa
hukum yang. berdasarkan qrytis yang benar lebih baik daripada hukum 
yang didasarkan pada hadits-hadits yang tidak benar.38 Apabila qrytis 
tidak bisa dilakukan karena berlawanan dengan haclits, maka ia 
meninggalkan qrytis dan memakai istihstin. 39 

Imam Malik bin Anas mendefinisikan qrytis sebagaimana ulama 
ushul yang lainnya.40 Bagi Imam Malik, meng-qrytis-kan kasus-kasus 
yang belum pernah terjadi boleh dengan nash, fatwa sahabat, 'urf (adat 
kebiasaan masyarakat), bahkan juga kepada hasil qrytis itu sendiri.41 

Dalam mempraktikkan qrytis, Imam Malik menjadikan maslahah sebagai 
salah satu jalan meneliti 'ii/ah hukum dan mas/ahah itu disebut mundsib. 
Para ulama mazhab MalikI menggunakan qryds dengan mencari 'illah­
'illah qryds dengan jalan )alb al-maslahah dan daf al-madhtirah; karenanya 
qrytis tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan maslahah.42 

Berbeda halnya dengan Imam asy-Syafi'I yang mengkritik para 
ulama yang menggunakan analogi (rayu atau qrydJJ tanpa landasan al­
Qur'an dan as-Sunnah maupun ijmti'. Imam asy-Syafi'I juga dianggap 
sebagai ulama yang mensistematisasikan qrytis dengan sedemikian 
formal dan melegalisasikan qrytis dengan dasar al-Qur'an dan as­
Sunnah. 43 Qryds bagi Imam asy-Syafi'I adalah mengembalikan hukum 
kasus baru yang belum ditemukan ketetapan hukumnya dalam nash 
kepada al-Qur'an, as-Sunnah maupun fjmd'.44 Bagi asy-Syafi'I, qryds 
merupakan ijtil1acl yang mampu dilakukan oleh orang yang memiliki 
kualifikasi persyaratan sebagaimana mujtahid. Di antara persyaratan 
tersebut adalah mengetahui dengan benar Bahasa Arab, mengerti 
hukum Allah-fardhtt, adab, ndJikh-mansiikh, 'dm-khtis, clan petunjuk clari 
lafaz-lafaz itu, mengetahui as-Sunnah, penclapat-penclapat ulama salaf 
clan ikhtilafnya, serta cerclas clan berfikir tajam.45 
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Metode q!Jds yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 
juga tak jauh berbeda dengan ulama pendahulunya-hanya saja Imam 
Ahmad bin Hanbal lebih memperluasnya-karena baginya meng-q!Jds­
kan tidak hanya melihat pada kesamaan atau kerniripan 'ii/ah saja. 
Tetapi lebih jauh lagi, yaitu menelusuri hikmah yang tercakup di dalam 
kasus pemecahan hukum. Dalam hal ini dia menegaskan bahwa 'ii/ah 
suatu ketentuan hukum adalah sebab-sebabnya. Sedangkan hikmah 
ketentuan yang tercakup dalam pemecahan hukum adalah tujuan itu 
sendiri yakni kemaslahatan yang hendak diwujudkan clan kemadlaratan 
yang hendak dihindarkan.46 Meskipun, Imam Ahmad menyatakan 
bahwa q!Jds suatu kasus kemestian yang perlu digunakan dalam fiqh 
Islam, namun ia hanya menggunakan q!Jds ketika hal itu benar-benar 
diperlukan. Dalam hal ini Imam Ahmad berhujjah dengan 
pendapatnya Imam asy-Syafi'I. Ketika Imam Ahmad bertanya tentang 
q!Jds, Imam asy-Syafi'I menjawab: 'Gunakan ia ketika darurat 
(mendesak) ': Praktisnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan 
q!Jds selama ada hadits, atau fatwa sahabat, bahkan dia lebih suka 
menggunakan hadlts dha 'if daripada q!Jds. 47 

Melihat uraian di atas jelas bahwa keempat mazhab tersebut 
mengunakan q!Jds dalam ijtihad hukumnya, namun terdapat perbedaan 
dalam porsi pemakaiannya. Imam Hanafi dalam metode q!Jds-nya lebih 
cenderung pada penalaran (ray). Sedangkan Imam Ahmad lebih jarang 
menggunakan q!Jds, bahkan beliau lebih mengutamakan pemakian 
had.its, fatwa sahabat clan bahkan hadits dha'if daripada q!Jds. Imam asy­
Syafi'I lebih ketat dalam penggunaan q!Jds, karena q!Jds merupakan 
ijtihad dalam pandangan asy-Syafi'I. Setiap kasus yang di-q!Jds-kan 
harus disandarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah clan jjmd'. Sebaliknya 
Imam Malik lebih longgar dalam aplikasi q!Jds ke setiap kasus baru. 
Menurut dia, boleh meng-q!Jds-kan dengan 'ttrj atau bahkan dengan 
hasil q!Jds, tidak harus didasarkan pada sumber-sumber primer. 

Secara metodologis ilhdq dalam BMNU merupakan wujud 
ketidakkonsistenan ulama NU terhadap sistem bermazhab, dalam hal 
ini mazhab Syafi'i. Karena jika qattf yang digunakan dalam metode ilhdq 
menggunakan qattl mazhab Syafi'i, maka semestinya metode yang 
digunakanny�pun adalah metode istinbdth mazhab Syafi'i,48 seperti 
halnya praktik fiqh pada tingkatan tnt!)'tahid mazhab. Praktik q!Jds dalam 
mazhab Syafi'I, yang dijadikan mdqis 'alaih adalah nash yang memiliki 
'illah yang pasti (qath'z). Sedangkan dalam iihdq, mulhaq bih-nya 
merupakan qaul ulama yang tentu 'illah-nya bersifat zhann (dugaan). 
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Selain itu, praktik ilhdq lebih dekat pada praktik metode istihsdn49 yang 
ditolak oleh Imam Syafi'I. 

Ilhaq dalam Perspektif U shiil al-F iq h
Ilhdq dalam terminologi Bahtsul Masail NU adalah qjyds alfar'i 

'aid al-aqwdl al-'ulamd'. Ada dua kemungkinan dalam metode ilhdq. 
Pertama, yang dijadikan mulhaq bib merupakan qaul yang diambil dari 
nash di mana tidak ada ulama yang menyalahinya (berselisih). Misalnya 
keharaman khamr (qaul yang dijadikan mulhaq bib) disamakan dengan 
bir, narkotik, clan sebagainya (mulhaq). Maka ilhdq dalam hal ini dapat 
diterima karena pada dasamya ia mirip dengan qjyds (qjyds alfar'i 'aid a/­
ash!, yaitu hukum nash) selama qaul tersebut tidak dipertentangkan. 
Kedua, aqwdl al-'ulamd' yang merupakan hasil pemahaman dari nash 
yang tentunya bersifat zhann (dugaan). Maka meng-i/hdq-kan suatu 
kasus baru dengan jenis kedua ini masih diperselisihkan. 

Setidaknya ada dua kutub pendapat mazhab yang menolak clan 
menerima qjyds yang didasarkan atas hasil qjyds. Pertama, diwakili oleh 
Imam asy-Syafi'I clan pengikutnya. Bagi asy-Syafi'i, qjyds harus 
didasarkan kepada nash atau ijmd'. Tidak sah mendasarkan qjyds dengan 
hasil qjydsh. Demikian jumbur ulama ushul menolak qjyds yang diperoleh 
dengan jalan qjyds.50 Bahkan al-Gazali (yang pendapatnya di sini 
mewakili ulama Syafi'iyyah) memberi gambaran ketidakbolehan qjyds 
alfar'i 'ala alfar'i. Ia membandingkan hal ini seperti upaya sesorang 
yang mencoba mencari batu kerikil di pantai clan mencari kerikil yang 
sama dengan yang dipegangnya. Setelah menemukan sebuah batu 
kerikil yang mirip dengan kerikil yang asli lalu dia melempar kerikil asli 
clan mencari lagi yang sama dengan kerikil yang kedua clan seterusnya. 
Pada waktu dia menemukan kerikil yang kesepuluh tidaklah 
mengherankan apabila kerikil itu sudah berbeda sama sekali dengan 
yang pertama. Oleh karena itu, menurutnya, q!Jds yang dibangun atas 
dasar q!Jds yang lain bagaikan spekulasi yang dibangun di atas 
spekulasi, clan apabila terus mengikuti q!Jds itu maka kemungkinan 
besar spekulasi itu salah.51 

Kedua, Imam Malik clan ulama-ulama pengikutnya dalam 
mempraktekkan qjyds lebih 'longgar' clan tidak terkekang pada nash 
ataupun ijmd'. Bahkan q!Jds dapat dilakukan dengan 'ui

f 

(adat 
masyarakat), demikian juga dapat dibangun atas dasar basil q!Jds.52 Jika 
keduanya terdapat 'ii/ah yang sama, maka di sanalah dapat dilakukan 
q!Jds. Ibn Rusyd, yang pendapatnya di sini mewakili mazhab Maliki, 
berpendapat bahwa apabila sebuah q!Jds dibentuk atas dasar q!Jds yang 
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lain, maka far'u ( ca bang) yang pertama menjadi ash/ yang berdiri 
sendiri, clan dari situ 'ii/ah yang berbecla clapat diclecluksi. 

Kasus far'u ( ca bang) yang telah diketahui ketegasan hukumnya, 
maka ia berubah menjadi hukum ash/ clan boleh dijadikan sebagai 
sanclaran qryds berclasarkan pacla 'ii/ah baru yang dicari claripadanya. 
Dikatakan far'u selama ia belum belum menclapatkan ketegasan 
hukum. Oleh karena itu, far'u yang telah mendapat ketegasan hukum 
yang diperoleh clengan qryds pula, ia menjadi asal yang boleh dijadikan 
sebagai dasar qryds, karena clemikianlah q!Jds berlanjut sampai tiada 
uJung. 

Metode i/hdq tentunya rapuh secara metodologis, karena 
bagaimana mungkin menyamakan suatu kasus clengan sesuatu yang 
mungkin terjadi perbeclaan penclapat di antara ulama atau belum acla 
kesepakatan. Metocle i/hdq sebagaimana yang dioperasionalisasikan 
clalam Bahtsul Masail NU aclalah penyamaan clengan penclapat ulama 
yang terkodifikasi clalam kitab fiqhnya. Paclahal hasil pemikiran 
(ijtihacl) tersebut memiliki nilai zhanni atas tekstual nash. Antara hasil 
qryds clan aqwd/ al- 'u/amd', secara substansial adalah sama, kecluanya 
merupakan hasil pemikiran (jiqh) yang tentunya memiliki sifat 
zhannryyah. Karena itu ticlak mustahil antara fuqahd satu clengan yang 
lainya berbecla penclapatnya ketika menghaclapi satu kasus clengan hasil 
yang berbecla meskipun pola ytihdd yang digunakan sama. 

Terlepas pro-kontra antara kebolehan clan keticlaksahan 
menyamakan kasus baru clengan fiqh (aqwd/ a/- 'u/amdj a tau clengan 
pokok (ash�, pendirian q!Jds clan i!hdq aclalah tergantung pacla acla atau 
ticlaknya alasan hukum ('illah). Jumhur sepakat bahwa hukum yang 
dibawa oleh teks-teks kewahyuan selalu diclasarkan pacla 'ii/ah (alasan) 
clan sebab, bahkan clengan 'ii/ah clan sebab itulah hukum Islam 
didirikan. 

Ulama sepakat bahwa 'ii/ah clan sebab itu pacla clasarnya 
kemaslahatan umat manusia, baik untuk menarik kemanfaatan clan 
menghilangkan bahaya (kemaclaratan). 

54 � j>,-�� j>,-WI J .)l:,,JI tW J"' lei tll_,.;:JI �J JI 
Setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah clan Rasul-Nya ticlak 

lain kecuali untuk menarik manfaat atau menghilangkan bahaya atau 
menghapus kesulitan. Syariat Islam telah banyak mewujuclkan 
kemaslahatan di balik hukum. Syariat juga banyak membuka jalan yang 
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dapat mengantarkan hukum menuiu kemaslahatan umum sambil 
menampilkan alasannya. 

Kesimpulan 
Metode ifhdq bukanlah metode yang pertama kali dicetuskan 

oleh ulama nahdliyyin. Kalangan ulama mazhab (migtahid mazzhab) 
pemah menerapkan metode ifhdq, yaitu pada beberapa kasus yang 
belum dikaji clan ditetapkan hukumnya oleh imamnya. Mereka 
melakukan analogi kepada kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh 
imam mazhabnya. Metode ini disebut q!Jds 'aid af-amtsdf atau ifhdq af­
masd'if bi nazhd'iriha.55 Termasuk ulama dalam kategori ini adalah Al­
Khassaf (w. 261 H), Abu al-Hasan al-Karkhi (260-340 H), al-Jassas 
(305-370 H) dari golongan Hanafi; Muhammad bin Yahya bin Lubbah 
(w. 326 H), al-Lakhomi (w. 498 H), lbn Rusyd (w.595 H) pengikut 
Mazhab Maliki:; Abu Ishaq Ibrahim al-Isfarani (w. 418 H) dari mazhab 
Syafi'i.56

Metode ifhdq yang dirumuskan oleh ulama nahdliyyin dalam 
forum Bahtsul Masail NU merupakan metode ijtihad hukum yang 
nyaris sama dengan q!Jds. Ifhdq memiliki rukun sebagaimana q!Jds, yakni 
dari mufhaq bib, mufhaq, wajh al- ifhdq oleh para ahli, clan kesamaan 'iffah 
hukum. Tidak berlebihan jika kemudian ifhdq dianggap sebagai qjyds a 
fa nahdliyyah. 

Dalam ranah ushiif!Jyah-, ilhaq meniadi perdebatan bagi sebagian 
ulama mazhab. Ifhdq boleh dilakukan namun di lain pihak ilhdq tidak 
boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Hal yang utama dalam 
penggunaan ilhaq adalah upaya kreatif yang tidak menyalahi ketentuan 
ushuf!Jyah sehingga tujuan hukum tetap dapat dicapai, sehingga ifhdq 
dapat memberi kontribusi terhadap hukum Islam berupa upaya 
perluasan metode hukum Islam. 
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